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TENTANG

RENCANA KERJA PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa berdasarkan keputusan Bupati Labuhanbatu Utara
Nomor : 800/53/0ORG/2020 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara;

bahwa untuk kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan
program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Utara, perlu dibuat Rencana Kerja
Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Rencana Kerja
Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Utara.

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Birokrasi secara Online;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman  Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018
tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

Peraturan Daerah Kabuten Labuhanbatu Utara Nomor 04
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara Nomor 89);

Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor :
800/53/0RG/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
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MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TENTANG RENCANA KERJA PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2022.

Rencana Kerja Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara
Pada tanggal : 30 Maret 2022

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Labuhanbatu Utara (laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

3. Arsip.




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR  :060/383/DISDUKCAPIL/2022

TANGGAL : 30 MARET 2022

TENTANG : RENCANA KERJA PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TAHUN 2022
No Area Perubahan Isu Permasalahan Strategis Rencana Kegiatan Jan Feb | Mar | Apr Mei H”NWS m%ﬁwh Agus | Sept Okt Nov | Des
1 |Manajemen Peran Pimpinan dan Pegawai dalam |Penyusunan Rencana Kerja PMPRB
Perubahan implementasi reformasi birokrasi
belum optimal
Tim Reformasi Birokrasi belum Pelaksanaan rencana kerja oleh
optimal dalam melaksanakan tugas |Tim Reformasi Birokrasi
sesuai rencana kerja
Sosialisasi rencana kerja RB ke
seluruh Pegawai

2 |Deregulasi Kebijakan |Evaluasi Peraturan Perundang- Menyusun Peta/Matrik peraturan

undangan yang tidak harmonis perundang-undangan yang tidak
belum dilakukan secara berkala harmonis

Penyempurnaan peraturan Menyusun peraturan perundang-
perundang-undangan belum undangan yang mengikuti
optimal (termasuk deregulasi peraturan terbaru

peraturan perundangan yang

menghambat)

3 |Penataan Evaluasi kelembagaan belum Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi
kelembagaan dan dilakukan secara berkala dan harus dilakukan berkala minimal 6
penguatan Organisasi |optimal bulan sekali

4 |Penataan SOP yang ada tidak sesuai dengan |Menyesuaikan SOP yang ada
Pelaksanaan peta proses bisnis dengan peta proses bisnis

disdukcapil
Monitoring dan evaluasi penerapan |Melaksanakan monitoring dan
Standar Operasional Prosedur (SOP)|evaluasi penerapan SOP terhadap
belum optimal efisiensi dan efektifitas peta proses
bisnis secara berkala minimal 6
bulan sekali
T —— — —




Penataan Sistem

Penilaian kinerja individu belum

Melaksanakan monitoring dan

Manajemen SDM sepenuhnya berdasarkan capaian |evaluasi pengakan disiplin pegawai
kinerja masing-masing individu secara berkala minimal 3 bulan
sekali
Merumuskan dan menetapkan
reward dan punishment berbasis
kinerja
Kebutuhan pengembangan Penyusunan kebutuhan
kompetensi belum dilaksanakan pengembangan kompetensi
secara optimal dilaksanakan secara menyeluruh
Pelaksanaan aturan/disiplin/kode |Monitoring penegakan disiplin dan
etik belum optimal dilakukan pegawai
Penguatan Indikator kinerja Organisasi dengan |Mengintegarasikan penyusunan
Akuntabilitas Kinerja Individu belum sepenuhnya |dokumen pengukuran/ penilaian
terintegrasi kinerja pegawai (SKP, Laporan
Kinerja, Perjanjian Kinerja dan
Penetapan Kinerja)
Penguatan Sosialisasi Benturan kepentingan |Melaksanakan sosialisasi benturan
Pengawasan belum optimal kepentingan secara berkala

minimal 6 bulan sekali

Melaksanakan monitoring dan
evaluasi benturan kepentingan
secara berkala minimal 3 bulan
sekali

Sosialisasi WBS belum optimal

Melaksanakan sosialisasi WBS
secara berkala minimal 6 bulan
sekali

Reviu perbaikan standar pelayanan
belum optimal

Monitoring dan evaluasi standar
pelayanan publik dilaksanakan
minimal 6 bulan sekali

Penilaian kinerja individu belum
sepenuhnya berdasarkan capaian
kinerja masing-masing individu

Monitoring dan evaluasi Sasaran
Kinerja Pegawai dan Laporan
Kinerja bulanan minimal dilakukan
6 bulan sekali




Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Reward and punishment bagi
pelaksanaan layanan dan
kompensasi bagi penerima layanan
apabila layanan tidak sesuai
standar, belum ditetapkan

Menyusun usulan penetapan
Reward and punishment bagi
peleksanaan layanan

Menyusun usulan Pemberian
kompensasi bagi penerima layanan
apabila layanan tidak sesuai
standar

Monitoring dan evaluasi reward
and punishment

Inovasi Pelayanan Publik belum
optimal

Menyusun inovasi pelayanan
publik yang dapat diakui secara
nasional

Monitoring dan evaluasi inovasi
pelayanan publik

Evaluasi penanganan keluhan atas
pengaduan pelayanan

Pelaksanaan sosialisasi penerapan
budaya pelayanan prima belum
optimal

Sosialisasi penerapan budaya
pelayanan prima pada seluruh
pegawai

Penilaian tindak lanjut kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
belum optimal

Belum adanya penerapan Survei
kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan di Disdukcapil

ENDUDUKAN DAN
ABUPATEN LABUHANBATU UTARA
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